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Kata Pengantar

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan
dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu
sendiri dan mahluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat
ditangani dengan baik, perlu disusun Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019 (Renstra Ditjen
PPKL 2015-2019). Secara substansial Renstra Ditjen PPKL
2015-2019 disusun berpedoman pada Rencana Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun
2015-2019, sedangkan secara formil Renstra Ditjen PPKL
2015-2019 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-
Setjen/2015
Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2015-2019.

Renstra Ditjen PPKL 2015-2019 memuat Pendahuluan
yang terdiri dari Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan;

tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Tujuan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran
Unit Kegiatan; Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator

Kinerja Unit Kegiatan; Kerangka Regulasi; dan Kerangka
Pendanaan.

Renstra Ditjen PPKL 2015-2019 diharapkan dapat
dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf
Direktorat

Jenderal Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan secara akuntabel.

Renstra Ditjen PPKL 2015-2019 ini juga diharapkan
dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja untuk
penyiapan program dan anggaran tahunan. Semoga
dokumen Renstra Ditjen PPKL 2015-2019 ini dapat lebih
meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan

Ditjen PPKL.

Jakarta, 9 November 2015

Dirjen Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan

/

M.R. Karliansyah
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BAB I. Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum

Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-
2019 menekankan pada pembangunan lingkungan hidup
berkelanjutan. Capaian-capaian penting telah banyak
dihasilkan dalam hal penurunan beban pencemaran
lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup,

dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup. Selain itu, terkait praktek
tatakelola pemerintahan juga meningkat kualitasnya dalam
hal pengelolaan keuangan kementerian dan percepatan
implementasi reformasi birokrasi. Capaian-capaian tersebut

dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Menurunnya PFosentase penurunan pencemar yang Prosentase 10 80,56 805.6
tingkat pencema- | dibuang ke lingkungan oleh industri.
ran lingkungan [ 'prosentase industri yang taat terhadap
hidup peraturan perundangan di bidang Prosentase 65 4 110,7
pengendalian pencemaran lingkungan.
Prosentase  peningkatan  kinerja
industri dari “tidak taat” ke “taat”. Prosentase 30 H 136,7
Jumlah kota metropolitan dan kota
besar dengan kualitas udara membaik. Kora » # 100
Prosentase jumlah penurunan timbulan Prosentase 20 70 100
sampah.
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jumlah " limbah B terkelola - dari Ton 10.005.500 | 19.089.566,53 | 191
industri yang terinventarisir.
Jumlah limbah B3 di media yang
terkeloladari kegiatanpemulihan lahan Ton 62.400 1.088.411,3 1.744
terkontaminasi yang terinventarisir.

Meningkatnya | Jumlah kabupaten meningkatkan dan

usaha pengenda- | atau mempertahankan tutupan vegetasi Kabupaten 200 200 100

lian perusakan | di wilayahnya (profil kabupaten hijau).

lingkungan Jumlah . n

) provinsi yang menerapkan .

hidup pengelolaan gambut berkelanjutan. Provinsi 3 3 100
Jumlah sungai prioritas yang disepakati
kelas airnya dengan pendekatan Sungai 13 13 100
ekoregion.
Jumlah danau prioritas yang telah
dilakukan penyusunan rencana aksi Danau Prioritas 5 5 100
penyelamatan.

Menlr{gkatnya Jumlah kgsus lingkungan hidup yang Kasus 47 59 11

Kapasitas penge- | tertangani.

lolaan SDA dan ~ i

LH ]umlah. Kelgmpok Masyargkat yang komupltgs pendidikan dan 7,340 dan 2895 dan | 124 dan
berpartisipasi/berperan  aktif dalam | organisasi Kemasyaraka-

. L 1.018 1.018 100

perlindungan dan pengelolaan LH. tan yang berpartisipasi
Prosentase lab.orator‘mm Pengujian Prosentase 19 79 100
parameter kualita slingkungan yang
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

dipersiapkan untuk proses akreditasi.
Présentase peningkatan  Kapasitas Prosentase 20 70 100
pejabat.

Pengelolaan Pengelolaan keuangan kementerian,

Keuangan hingga memperoleh opini Wajar Opini WTP WTP

Kementerian Tanpa Pengecualian (WTP).

Percepatan Peningkatan kinerja KLH berdasarkan

Implemen'tam nilai LAKIP. LAKID B cC

Reformasi

Birokrasi (RB)

Sumber : LAKIP KLH 2014.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa pengelolaan
lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak
permasalahan. Upaya perbaikan dan pengendalian
tidak sebanding dengan dampak yang

disebabkan oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh

lingkungan

manusia yang melampaui batas. Tingginya pencemaran
air akibat limbah industri, pertanian, dan rumah tangga
menyebabkan turunnya kualitas sumber air. Hal ini
disebabkan pengelolaan limbah padat dan cair termasuk

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) belum dilakukan

secara baik.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Kualitas udara perkotaan khususnya di kota-kota
besar semakin menurun. Intensitas kegiatan industri dan
pergerakan penduduk serta tragedi kebakaran hutan di
beberapa provinsi menjadi pemicu memburuknya kualitas
udara. Hingga kini, ancaman terhadap keanekaragaman
hayati (biodiversity) masih tinggi. Populasi flora dan fauna
semakin menurun dan sebagian terancam punah.

Tingginya volume sampah dan pengelolaannya yang
belum memadai telah menimbulkan berbagai macam
persoalan lingkungan seperti pencemaran tanah, air tanah,




air permukaan, dan udara. Selain itu, pemanfaatan bahan
kimia B3 untuk kebutuhan industri dan rumah tangga yang
semakin meningkat memperparah kondisi daya dukung
lingkungan karena belum dikelola secara serius.

Fenomena alam seperti el nino dan banjir serta kondisi
geografis Indonesia yang rawan bencana juga merupakan
tantangan tersendiri bagi pembangunan bidang lingkungan

hidup.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dinamika perubahan lingkungan dapat menjadi suatu
potensi sekaligus permasalahan. Dinamika perubahan
lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu dinamika perubahan
eksternal dan dinamika perubahan internal.

1. Dinamika perubahan eksternal

Berikutinibeberapakondisieksternal yangberpengaruh
terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a. Peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan pembangunan nasional sektor
lingkungan hidup dan kehutanan (khususnya
bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan) sebagai bagian dari elemen

pembangunan nasional tidak terlepas dari
landasan/dasar hukum yang berlaku, baik berupa
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
presiden maupun peraturan/keputusan menteri
terkait.

Meskipun secara normatif instrumen hukum telah
tersedia, namun disadari bahwa seluruh peraturan
perundangan-undangan tersebut masih belum
sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga
dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dibangun berdasarkan peraturan- peraturan
terkait lingkungan hidup dan peraturan-peraturan
terkait kehutanan. Peraturan perundangan
tersebut meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.

3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
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4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014

tentang Konservasi Tanah dan Air.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bersifat
sinkronisasi dan koordinatif sedangkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999, dan Undang- Undang
Nomor 37 Tahun 2014 bersifat wajib dan tetap

serta memiliki target kinerja fisik di lapangan.

Dengan  adanya  perubahan  nomenklatur
kementerian, maka proses bisnis kelembagaan
juga berubah sehingga perlu dilakukan reposisi
dan pembenahan berbagai aspek pemerintahan.

Permasalahan juga timbul dengan dicabutnya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi.
Dengan dicabutnya Undang-Undang Sumber
Daya Air, maka peraturan pelaksana undang-
undang tersebut baik Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri
menjadi tidak berlaku. Hal ini mempunyai
implikasi pada beberapa hal, diantaranya:

1) gangguan untuk dunia usaha baik padat karya
maupun padat modal karena seluruh proses
perizinan dihentikan;

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
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2) adanya kekosongan payung hukum untuk
pengelolaan sumber daya air sehingga
mengganggu pemenuhan kebutuhan air
masyarakat;

3) belum adanya format yang jelas tentang
kelembagaan pengelola air tanah;

4) belum adanya format yang jelas tentang

pengusahaan air oleh BUMD dan BUMN;

5) belum adanya format yang jelas tentang tata
kelola dan tata niaga air tanah.

DengandicabutnyaUndang-Undang Sumber Daya
Air, maka tantangan ke depan adalah menyusun
payung hukum untuk pengelolaan Sumber Daya
Air sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Hal ini sejalan dengan konsep nawacita yaitu
menghadirkan kembali negara untuk melindungi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga negara.

Sumber daya manusia bidang lingkungan hidup
dan kehutanan di Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah.

Di samping masalah peraturan perundang-
undangan, juga terdapat masalah lain yaitu
manusia  bidang

terbatasnya  sumberdaya



lingkungan hidup dan kehutanan di kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah (di luar
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan). Selain dari sisi
kompetensi, koordinasi antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah juga kurang optimal.

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang
tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan
pelaksanaan tugas-tugas bidang lingkungan hidup
dan kehutanan secara prosedural. Tetapi untuk

menghasilkan outcome maupun impact bidang
lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih
berkualitas, diperlukan usaha lebih keras dari
instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Tabel 2 menjelaskan dinamika perubahan
eksternal sumber daya manusia dengan melakukan
analisis potensi, permasalahan dan tindak lanjut.
Analisis ini berguna untuk menentukan peran
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan.

Tabel 2. Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Eksternal
Sumber Daya Manusia Bidang LHK

Dinamika Perubahan Eksternal: Sumber Daya Manusia

TINDAK LANJUT

. Meningkatkan kerjasama antar lembaga baik pusat

maupun daerah serta memfasilitasi penguatan
peran daerah melalui pemantapan tatalaksana dan
meningkatkan kompetensi dan kesadaran Sumber
Daya Manusia bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk mentaati peraturan perundang-
undangan.

POTENSI PERMASALAHAN
. Tersedia sumber | 1. Keberagaman prioritas dan “ego
daya manusia bidang sektoral” dari K/L/D menjadi
lingkungan hidup dan kendala dalam koordinasi
kehutanan sinergi.
2. Penyebaran Sumber
Manusia  bidang  Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yang tidak

. Melakukan pendekatan kepada Kementerian PAN

& RB dan Badan Kepegawaian Nasional untuk
pengaturan formasi dan insentif bagi sumber daya
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Dinamika Perubahan Eksternal: Sumber Daya Manusia

POTENSI PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

proporsional  terutama  untuk
daerah tertinggal dan terpencil.

manusia bidang lingkungan hidup dan kehutanan
yang ditempatkan di daerah tertinggal dan terpencil.

3. Pemerintah daerah  mengatur
posisi dan karir SDM bidang
lingkungan hidup dan kehutanan
yang belum tentu sesuai dengan
kompetensi dan fungsi (the right
man in the wrong place) .

. Membangun sistem yang integratif terkait

kompetensi (talent pool) di bidang lingkungan
hidup dan kehutanan.

¢. Globalisasi

Disamping permasalahan peraturan perundangan
dan sumber daya manusia, faktor eksternal yang
diyakini mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan
pembangunan di Indonesia adalah globalisasi.

Globalisasi menegaskan adanya hubungan
timbal balik antara perkembangan satu wilayah
dengan kecenderungan global. Globalisasi juga
berperan dalam meningkatkan pengaruh nilai-
nilai universal sebagai nilai dasar bersama serta
membuka cakrawala berpikir masyarakat.

Pada sisi lain, arus globalisasi juga telah
meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

sipil (OMS), serta masyarakat internasional dalam
pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan
hidup dan kehutanan.

Globalisasi juga memacu laju perkembangan
teknologi dan  ilmu pengetahuan  yang
mengakibatkan ~ perubahan  situasi  sosial
dan perilaku masyarakat. Hal ini tentu saja
harus direspon dengan perubahan kebijakan
pemerintah. Tabel 3 menjelaskan dinamika
perubahan eksternal globalisasi dengan melakukan
analisis potensi, permasalahan dan tindak lanjut.
Analisis ini berguna untuk menentukan peran
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan.



Tabel 3. Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Eksternal Globalisasi

Dinamika Perubahan Eksternal: Sumber Daya Manusia

POTENSI

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

. Semakin besar

pengaruh
nilai- nilai universal yang

1. Kemampuan adaptasi masyarakat

belum dapat mengikuti

. Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai

media (elektronik, cetak, dan basis IT)
untuk membangun kesadaran, penerimaan
dan komitmen pemangku kepentingan
utama dan masyarakat.

dapat membuka cakrawala perkembangan yang begitu cepat.
masyarakat.

. Meningkatnya peran swasta, | 2. Terdapat ketidaksesuaiansikap
organisasi masyarakat  sipil pemerintah  dengan  swasta,
(OMS) dan masyarakat interna- organisasi ~ masyarakat  sipil
sional dalam  pelaksanaan (OMS) dan masyarakat
pembangunan lingkungan hidup internasional terkait lingkungan
dan kehutanan di Indonesia. hidup dan kehutanan

. Membangun skema kebijakan yang

harmoni untuk kepentingan rakyat dengan
melibatkan swasta, organisasi masyarakat
sipil (OMS) dan masyarakat internasional
dalam proses konsultasi publik.

. Perkembangan teknologi dan
ilmu pengetahuan yang cepat

. Kemampuan sumber daya lokal/

nasional yang masih terbatas.

. Memberikan fasilitas dan insentifyang

atraktif untuk pengembangan potensi
lokal/nasional dalam bidang lingkungan
hidup dan kehutanan.

Meningkatnya jumlah penduduk

Jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah
mencapai 250 juta jiwa dan akan terus bertambah.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan
energi akibat lonjakan jumlah penduduk, maka
diperlukan sumber daya alam dalam jumlah yang
sangat besar. Eksploitasi sumber daya alam dapat

memicu peningkatan pencemaran dan kerusakan
ekosistem.

Meskipun  jumlah  penduduk  Indonesia

berkembang dengan pesat, tetapi persebaran
penduduk tidak merata. Lebih dari 60%
penduduk memilih tinggal di perkotaan. Hal ini
mengakibatkan permasalahan lingkungan kota.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
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Pencemaran udara terjadi karena padatnya sarana
transportasi serta konsumsi listrik yang digunakan
baik oleh rumah tangga maupun industri.
Pencemaran air dan tanah juga banyak dijumpai
di kota-kota besar dan metropolitan. Merosotnya
mutu lingkungan juga disebabkan oleh fenomena
bencana alam yang terjadi berturut-turut dalam

beberapa tahun terakhir. Tabel 4 menjelaskan
dinamika perubahan eksternal meningkatnya
jumlah penduduk dengan melakukan analisis
potensi, permasalahan dan tindak lanjut.
Analisis ini berguna untuk menentukan peran
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan.

Tabel 4. Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Eksternal
Meningkatnya Jumlah Penduduk.

Dinamika Perubahan Eksternal: Sumber Daya Manusia

POTENSI PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

1. Jumlah penduduk | 1. Kebutuhan pangan | 1. Pemanfaatan secara optimal potensi keanekaragaman hayati baik di
hutan maupun di laut untuk kebutuhan pangan dan energi.

dan energi yang sangat
besar.

yang sangat besar.

yang tidak merata.

2. Penyebaran penduduk | 2. Melakukan desentralisasi pembangunan diseluruh wilayah Indonesia
dan melakukan percepatan pembangunandiwilayah Indonesia timur.

2. Dinamika perubahan internal

Disamping dinamika perubahan eksternal, juga
terdapat dinamika perubahan internal yang juga
berpengaruh terhadap peran Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
Dinamika perubahan internal tersebut meliputi
sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana,
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ketatalaksanaan dan kelembagaan.

Tabel 5 menjelaskan dinamika perubahan internal
dengan melakukan analisis potensi, permasalahan dan
tindak lanjut. Analisis ini berguna untuk menentukan
peran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan.



Tabel 5. Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Internal

Dinamika Perubahan Eksternal: Sumber Daya Manusia

POTENSI

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

. Sumber

Daya Manusia
dengan tingkat pendidikan

yang tinggi.

1. Pada saat ini,

manajemen  Sumber
Daya Manusia belum mengarah kepada
peningkatan kinerja pegawai.

Mengembangkan dan menerapkan
manajemen kinerja sesuai ketentuan
reformasi birokrasi.

. Anggaran

Perlu ada sinergitas antara perencanaan
dan penganggaran karena ada perubahan
nomenklatur unit kerja dan perubahan
jumlah anggaran.

Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang
belum sepenuhnya mengarah kepada
peningkatan kinerja lembaga dan unit
kerja.

Kurang terarahnya penentuan prioritas
penggunaan anggaran sesuai dengan arah
dan tujuan organisasi.

Perlu diperjelas arah kebijakan
organisasi  terkait  penggunaan
anggaran.

. Kualitas

sarana dan
prasarana

Masih diperlukan tambahan dan penguatan
sarana dan prasarana terutama untuk
mengintegrasikan data dan informasi
Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Merencanakan dan menganggarkan
pengembangan sistem [T secara
terintegrasi.

. Ketatalaksanaan (Standard
Operating Procedures)
untuk mendukung pelaksa-
naan tugas dan fungsi serta
efektivitas birokrasi.

Masih kurangnya ketatalaksanaan
yang tersedia sesuai dengan kebutuhan
organisasi.

Integrasi perizinan masih perlu penyesuaian
dengan kultur baru Kementerian.

Melengkapi perangkat tata laksana
sesuai ketentuan reformasi birokrasi.

Pengaturan tata laksana untuk
kegiatan yang bersifat lintas fungsi/
lintas unit kerja (prakarsa strategis).
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Dinamika Perubahan Eksternal: Sumber Daya Manusia

POTENSI

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

5.

Landasan hukum | 1. Masih  belum

kelembagaan

Direktorat

Jenderal

optimalnya
kelembagaan khususnya struktur organisasi
untuk mendukung peningkatan kinerja
Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

kapasitas | 1. Melakukanlangkah-langkahstrategis
untuk mengimplementasikan tugas

dan fungsi organisasi.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan saat ini didukung modal
intelektual berupa sumber daya manusia dengan
kualitas yang cukup unggul. Meskipun demikian,
dalam rangka menghadapi tantangan ke depan
tetap diperlukan penguatan sumber daya manusia

baik secara kuantitas maupun kualitas untuk dapat
memenuhi mandat dalam pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan. Tabel 6 menyajikan data komposisi
(jumlah) sumber daya manusia Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 6. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Unit Kerja Eselon 1

Pendidikan

S3

S1/D.IV | D.III | SMA | SMP | SD| TOTAL

(1)

(2)

3)

(5) 6 | (@) | 8 |9 (10)

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

. ) ) ) . 1

Sekretarat Direktorat Jenderal

28 10 23 3 5 75

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

15 - 1 23

Direktorat  Pengendalian ~ Pencemaran  dan

Kerusakan Pesisir dan Laut

16 1 6 - - 33
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Pendidikan

No Unit Kerja Eselon 1 s3[s2[sypav [Dam| SMA [sMP[sD| TOTAL
(1) (2) )| 4) (5) (6) (7) 8) 109 (10)
4 | Direktorat Pengendalaian Pencemaran Air 1| 8 24 2 6 1 42
5 | Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara - | 14 15 2 4 - 35
6 | Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses
Terbuka - 6 16 1 2 - . 25
TOTAL 2 |50 114 16 42 7 6 234

Sedangkan untuk struktur organisasi Direktorat
Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/
MenLHK-II/2015. tentang Organisasi dan Tatakerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
sebagaimana pada Gambar 1.
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Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
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Gambut dani Kerusakan Wilayah | R Udara Sumber Bergerak | || pamulihan Kerusakan
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Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
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BAB II. Sasaran yang Hendak Dicapai

2.1. Hirarkhi Intensi Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Muatan pokok Rencana Strategis Ditjen Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 -
2019 dalam kerangka logis hirarki kebijakan, mengacu pada
PERPRES No. 2 Tahun 2014, Tentang RPJM Nasional
Tahun 2015 - 2019 dan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK-Setjen/2015,

tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019.

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis
pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi
strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sebagaimana Tabel 7, sedangkan penjabaran kerangka
pikir pada tingkat Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 7. Penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional dalam intensi strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Nasional

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

AN O i

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan

16 |
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Tujuan Pembangunan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Peran Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019
2015-2019
Memastikan kondisi lingkungan berada pada | 1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran,
toleransi yang dibutunkan untuk kehidupan pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
manusiadansumberdayaberadarentangpopulasi | 2 Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan
yang aman, serta secara paralel meningkatkan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;

kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan | 5

. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem

sumbangan bagi perekonomian nasional. dan keberadaan sumber daya.

Tabel 8. Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tujuan
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019

“Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komperehensif’

Indikator Tujuan

I o

Tercapainya kualitas udara yang sehat

Tercapainya peningkatan kualitas air

Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan
Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut

Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka

Terlaksananya reformasi birokrasi

Sasaran Program

ook W~

Menurunnya beban emisi pencemaran udara;

Menurunnya beban pencemaran air;

Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut;

Menurunnya tingkat kerusakan gambut;

Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka;

Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
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Sasaran Kegiatan

UDARA: AIR: PESISIR LAUT: GAMBUT LAHAN AKSES TERBUKA | DUKUNGAN MANAJE-
Menurunnya beban | Menurunnya beban pencemaran air | 1. Menurunnya beban | Meningkatnya luasan la- | Meningkatnya luas lahan MEN:
emisi  pencema- | sebesar 30 % dari basis data 2014 |  pencemaran dan tingkat | han gambut yang terpu- | terlantar yang terpulihkan | Tata kelola pemerintahan
ran udara sebesar | pada 15 DAS prioritas (124.950,73 |  kerusakan wilayah | lihkan sebesar 5% dari | sebesar 25% dari basis data | yang baik di lingkungan
15% dari basis data | ton BODe) pesisir dan laut sebesar | luas KHG yang sudah | yang terinventarisir Ditien Pengendalian Pence-
2014 20% dari basis data 2015 | ditentukan maran  dan  Kerusakan
2. Menurunnya tingkat Lingkungan sesuai kerang-
kerusakan wilayah ka reformasi birokrasi untuk
pesisir dan laut menjamin kinerja yang opti-
mal: SAKIP dengan nilai min-
imal 78,00 (A) di tahun 2019.
Sasaran Unit Kegiatan
UDARA: AIR: PESISIR LAUT: GAMBUT: LAHAN AKSES TERBUKA: | DUKUNGAN
1. Efektivitas perencanaan | 1. Efektivitas perencanaan | 1. Efektivitas  perenca- | 1. Tersedianya data dan | 1. Efektifitas  perencanaan | MANAJEMEN:
pengendalian pencema- pengendalian pence- naan  pengendalian informasi  inventari- pemulihan kerusakan | 1. Efektivitas perencanaan

ran udara dalam upaya
pencapaian menurunnya
beban emisi pencemaran
udara;

2. Efektifitas  pelaksanaan
inventarisasi emisi sum-
ber pencemar dan penge-
lolaan kualitas udara;

3. Meningkatkan efektivitas

pengendalian pencema-
ran udara sumber berger-
ak;

4. Meningkatkan efektivitas

pengendalian pencema-
ran udara sumber tidak
bergerak;

maran air dalam upaya
pencapaian menurunnya
beban pencemaran dan

perbaikan kualitas air;

2. Efektivitas
si dan alokasi

pencapaian

inventarisa-
beban
pencemaran dalam upaya
penurunan

beban pencemaran dan
perbaikan kualitas air;

. Efektivitas  pengendalian

pencemaran air limbah
industri  dalam  upaya
pencapaian  penurunan
beban pencemaran dan
perbaikan kualitas air;

pencemaran dan keru-
sakan pesisir dan laut;

2. Tersedianya data dan
informasi tentang be-
ban pencemaran dan
tingkat kerusakan
wilayah pesisir dan laut
sebesar 20% dari basis
data 2015

3. Efektivitas pengenda-
lian pencemaran dan
kerusakan pesisir dan
laut wilayah |

4. Efektivitas pengenda-
lian pencemaran dan
kerusakan pesisir dan
laut wilayah I

sasi dan penetapan
ekosistem gambut.

2. Efektivitas perenca-
naan pengendalian
kerusakan  gambut
dalam upaya penca-
paian meningkatnya
luasan lahan gambut
yang terpulihkan

3. Efektivitas pengenda-
lian kerusakan gam-
but

lahan akses terbuka da-
lam upaya pencapaian
sasaran  meningkatnya
luas lahan terlantar yang
terpulihkan;

2. Tersedianya data dan in-
formasi hasil inventarisasi
lahan akses terbuka ser-

program dan evaluasi
dalam mencapai tujuan
dan sasaran Direktorat
Jenderal  Pengendalian
Pencemaran dan Keru-
sakan Lingkungan

2. Efektivitas ~ pembinaan
kepegawaian

. Efektivitas

ta skema pelembagaan
yang  melibatkan pe-
mangku kepentingan uta-
ma;

pemulihan
kerusakan lahan akses
terbouka melalui peran
serta hasil pelembagaan
pemangku kepentingan.

. Efektivitas

. Efektivitas penataan or-

ganisasi dan tatalaksana

. Efektivitas dan akuntabil-

itas pengelolaan keuan-
gan

pelayanan
umum
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5. Meningkatnya Efektivitas
sistem pemantauan kual-
itas udara ambien secara
kontinyu di 45 kota dan
pengendalian pencema-
ran non institusi.

4. Efektivitas pengendalian
pencemaran air limbah
domestik dalam upaya
pencapaian  penurunan
beban pencemaran dan
perbaikan kualitas air;

5. Efektivitas pengendalian
pencemaran air limbah
USK dan non institusi
dalam upaya pencapaian
penurunan beban pence-
maran dan perbaikan
kualitas air.

6. Efektivitas pembinaan hu-
kum

7. Efektivitas koordinasi
administrasi kerja sama
teknik dalam negeri dan
luar negeri

2.2. Kerangka Kerja Konseptual

Direktorat
Pengendalian

dan Kerusakan Lingkungan

Dengan
intensi

Kerusakan

memperhatikan
strategis
Pengendalian Pencemaran dan
Lingkungan

Jenderal
REGULATIN
Pencemaran Perumusan
dan penetapan

Ditjen

dapat

EXECUTING
Penyelenggaraan
 layanan publik

PRODUCE

kebijakan

Perumusan dan
pelaksanaan
kebijakan

PROVIDE

Penyusunan Pelaksanaan

norma, ;tangar, bimbingan teknis
prosedur, dan dan supervisi -
kriteria G =5

Koordinasi dan
sinkranisasi
pelaksanaan
kebijakan

/

APPLY

Kebijakan nasional dan kebljakar

teknis/pedoman (NSPK) dalam

pengendalian pencemarandan
kerusakan lingkungan

Peningkatan kualitasair, udara
dan tutupan lahan melalui
pencegahan, penanggulangan,
dan pemulihan pencermaran

Perluasan cakupandan
peningkatan frekuensi
pemantavan kualitas LH

Koordinasi & kolaborasi antar
pemangku kepentingandalam
pengendalian pencemarandan

kerusakan lingkungan

dirumuskan dalam kerangka kerja
konseptual sebagaimana tercantum
dalam Gambar 2 yang terdiri dari
4 bagian utama, yaitu: produce,
provide, manage, dan apply dengan
lingkup peran masing-masing unit
kerja.

MANAGE

Pengelolaan anggaran

Pengelolaan sarana dan
prasarana kerja

Pengelolaan
data, informasi
dan
pengetahuan

Pengelolaan SDM ASN

‘ Tatakelola dan tatalaksana

Keterpaduan pengelolaan
data & informasi pengendalian
pencemarandan kerusakan
limngkunganvang dapatdiakses
dan dimanfaatkan cleh
pemangku kepentinganutama

*

| Ketersediaan anggaran | : |

~|
Perencanaan -

Pengukuran Kinerja '

Gambar 2. Kerangka kerja konseptual Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan
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Peran dan fungsi dalam produce merupakan peran dan
fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan dalam mendukung pelaksanaan
mandat kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, yaitu : (1) Perumusan dan penetapan
kebijakan pada tingkat direktif-strategik, (2) Melakukan
penyelenggaraan layanan publik, serta (3) Memberikan
dukungan dalam fasilitasi dan pengembangan kapasitas
lingkup sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk peran provide merupakan keluaran yang
secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan
manfaat nilai tambah atau digunakan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan teknis dan operasional. Pada bagian ini
peran dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan antara lain adalah: (1)
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) Penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, (3), koordinasi
dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan, serta
(4) Pengembangan kapabilitas dinamik, dalam bentuk
bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sedangkan manage merupakan bentuk dukungan

manajemen dalam  penyelenggaraan kegiatan lini
teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan untuk mendukung peran dan fungsi Direktorat

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan dalam pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lingkup
kegiatan dalam manage meliputi pengelolaan beberapa
hal, antara lain: pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana
dan prasarana kerja, pengelolaan data, informasi dan
pengetahuan, pengelolaan SDM ASN|; serta organisasi dan
sistem manajemen (tatakelola dan tatalaksana). Serta apply
merupakan bentuk-bentuk kondisi dan representasi dari
nilai tambah (baik secara langsung maupun tidak langsung)

yang yang dapat diperoleh pemangku kepentingan utama.

2.3. Mandat Direktorat Jenderal Pengendalian Pence-
maran dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan
Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015 - 2019

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 — 2019
dapat diidentifikasi pelaksanaan mandat yang menjadi
tanggungjawab langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dalam Tabel 9.



Tabel 9. Matrik indikator terkait mandat langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Matrik Indikator Terkait Langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

SASARAN SASARAN
STRATEGIS PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1) (2) (3) (4)

St S1.P10.1 K1:Pengendalian Pencemaran Udara
Menjaga ~ kualitas | Meningkatnya S1.P10.K1.1 S1.P10.K1.1.IKK.a
lingkungan hidup untuk | kualitas udara Menurunnya beban emisi pencemaran | Persentasi Penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15%
meningkatkan  daya udara sebesar 15% dari basis data 2014 | dari basis data 2014
dukung  lingkungan,

ketahanan air, dan
kesehatan masyarakat

S$1.P10.K1.1.IKK.b
Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara
ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota

S$1.P10.K1.1.IKK.c
Jumlah Kota yang menerapkan “green transportation”
sebanyak 45 kota

S1.P10.K1.1.IKK.d
Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien
(dari 45 Kota yang dipantau)

S1.P10.2
Meningkatnya
kualitas air

K2: Pengendalian Pencemaran Air

S$1.P10.2.K2.2

Menurunnya beban pencemaran  air
sebesar 30 % dari basis data 2014 pada
15 DAS prioritas

(124.950,73 ton BODe)

S$1.P10.2.K2.2.IKK.a
Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi
pada 15 DAS prioritas secara kontinyu

S1.P10.2.K2. .2.IKK.b
Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban
Pencemarannya

S$1.P10.2.K2.2.IKK.c

Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya
setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci
BOD, COD, dan E-Coli)

S1.P10.2.K2 2.IKK.d
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Matrik Indikator Terkait Langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

SASARAN SASARAN
STRATEGIS PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1) 2 ©) 4
Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan
pembinaan sumber pencemar
S$1.P10.3 K4:Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Meningkatnya

51.P10.3.K4.3

S1.P10.3.K4.3.IKK.a

ruhalitas ltupan Meningkatnya luas lahan terlantar yang | Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak
anan terpulihkan sebesar 25% dari basis data | (open access)
yang terinventarisir S1.P10.3.K4.3.IKK b
Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang
difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata
2010-2014
S3: S3.P10.1 K3:Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Melestarikan  keseim- Menurunnya beban S3.P10.1.K3 S3.P10.1.K3.IKK.a
bangan ekosistem dan pencemaran dan Menurunnya beban pencemaran dan | Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (National
keanekaragaman ha- | tingkat  kerusakan

yati serta keberadaan
sumberdaya alam se-
bagai sistem penyang-
ga kehidupan untuk
mendukung pemban-
gunan berkelanjutan

wilayah pesisir dan
laut

tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut
sebesar 20% dari basis data 2015

Capital Integrated Coastal Development/NCICD, Semarang, dan
Bali) meningkat setiap tahun

S3.P10.1.K3.IKK.b
Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk
sebanyak 50 unit

S3.P10.2.K3
Menurunnya tingkat kerusakan wilayah
pesisir dan laut

S3.P10.2.K3.IKK.a

Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada
85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu
karang

S3.P10.2
Meningkatnya
kualitas pengelolaan
lahan gambut

K5:Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut

S3.P10.2. K5

Meningkatnya luasan lahan gambut yang
terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG
yang sudah ditentukan

S3.P10.2. K5.IKK.a
Jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis
gambutnya

S3.P10.2.K5.IKK.b
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Matrik Indikator Terkait Langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

SASARAN SASARAN
STRATEGIS PROGRAM

(1) (2) (3) (4)
Jumlah ekosistem Gambut ditetapkan sebagai fungsi lindung

S3.P10.2.K5.IKK.c
Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap
tahun

S3.P10.2.K5.IKK.d
Luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) yang
terpulihkan meningkat setiap tahun

K6:Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

S1.P10.3.K6 S$1.P10.3.K6.IKK.a

Tata kelola pemerintahan yang baik | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A
di lingkungan Ditien  Pengendalian | (78 point)

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk
menjamin kinerja yang optimal: SAKIP
dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun
2019

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

2.4. Keterkaitan Pelaksanaan Mandat Lintas Direktorat
Jenderal Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian

Tahun 2015 - 2019

Selain mandat langsung yang diamanahkan kepada mandat yang memiliki keterkaitan lintas unit kerja
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan  Direktorat Jenderal lainnya. Secara garis besar, hal ini
Kerusakan Lingkungan dapat diidentifikasi pelaksanaan  dapat dilihat pada Tabel 10.
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Tabel 10. Matrik Indikator Terkait Tidak Langsung dengan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sasaran . . . Unit Kerja
Strategis Sasaran Program Sasaran Kegiatan Unit Kerja Ditjen Terkait Ditjen PPKL
(1) (2) ©) () (6)
St S1.P2.1 K1: Pembinaan Rehabilitasi dan | P2 1. Direktorat Pengendalian
Menjaga  kualitas | Meningkatnya tutupan hutan di hutan | Reklamasi Hutan, Rehabilitasi | Ditien Pengendalian DAS Pencemaran Air
lingkungan  hidup | lindung dan lahan Lahan serta Konservasi Tanah | dan Hutan Lindung 2. Direktorat ~ Pemulihan
untuk meningkatkan dan Air Lahan Akses Terbuka
l‘.jaylf dukung K6 : Penyelenggaraan Rehabilitasi | P2 1. Direktorat Pengendalian
Il”g rl]mgan, . dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi | Ditien Pengendalian DAS |  Pencemaran Air
deta anank X ar Lahan, Perencanaan DAS serta | dan Hutan Lindung 2. Direktorat ~ Pemulihan
mznsyarakatese atan pengendalian perusakan Darat Lahan Akses Terbuka
K3: Pembinaan Penyelenggaraan | Ditien Pengendalian DAS | 1. Direktorat Pengendalian
Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung(P2) Pencemaran Air
2. Direktorat ~ Pemulihan
Lahan Akses Terbuka
K5: Pembinaan Pengendalian | Dirjen Pengendalian DAS | Direktorat ~ Pengendalian

Kerusakan Perairan Darat

dan Hutan Lindung (P2)

Pencemaran Air

K6 : Penyelenggaraan Rehabilitasi

Ditien Pengendalian DAS

1. Direktorat Pengendalian

dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi | dan Hutan Lindung (P2) Pencemaran Air

Lahan, Perencanaan DAS serta 2. Direktorat ~ Pemulihan

pengendalian perusakan Darat Lahan Akses Terbuka
S1.P6 K2: Mitigasi Perubahan Iklim Ditien Pengendalian | Direktorat ~ Pengendalian
Meningkatnya  Efektivitas  adaptasi Perubahan Iklim (P6) Kerusakan Gambut

dan mitigasi perubahan iklim serta
pengendalian kebakaran hutan dan lahan

S1.P11

Meningkatnyakesehatan masyarakatdan
kualitas lingkungan denganberkurangnya
risiko akibat paparan B3, limbah B3, dan
sampah

K5 : Kegiatan Pemulihan Kontami-
nasi dan Tanggap Darurat Limbah
B3

Ditjen Pengelolaan
Sampah, B3, dan Limbah
B3

Direktorat Pemulihan Lahan
Akses Terbuka
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Sst?:f;;; Sasaran Program Sasaran Kegiatan Unit Kerja Ditjen Terkait Dlijt'j]:n};elzﬁ
(1) (2) ) () (6)
S2.P8 K1:PenelitiandanPengembangan | Badan Penelitian | Direktorat Pengendalian
Tersedianya iptek bidang lingkungan | Pengelolaan Hutan dan Pengembangan | Pencemaran Air
hidup dan kehutanan yang mendukung Lingkungan Hidup dan
pencapaian sasaran strategis
Kementerian LHK Kehutanan (P8)
S2.P7 K1: Meningkatnya efektifitas pen- | Ditjen. Penegakan | 1. Direktorat Pengendalian
Meningkatnya penanganan pengaduan, | angan pengaduan; Pengawasan | Hukum Lingkungan dan Pencemaran Air
penyelesaian sengketa dan penegakan | izin lingkungan lzin PPLH, dan | Kehutanan 2. Direktorat Pengendalian
hukum PUU; ketaatan terhadap sanksi Pencemaran Udara
administrasi. 3. Direktorat Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan Pesirsir dan
Laut
S3: S3.pP2.2 K1: Pembinaan Rehabilitasi dan | Ditien Konservasi Sumber | 1. Direktorat ~ Pemulihan
Melestarikan keseim- | Meningkatnya pengelolaan hutan lindung | Reklamasi  Hutan, Rehabilitasi | Daya Alam dan Ekosistem Lahan Akses Terbuka
bangan  ekosistem | ditingkat tapak dan hutan rakyat Lahan serta Konservasi Tanah 2. Direktorat Pengendalian
dan  keanekarag- dan Air Pencemaran Air
aman hayati serta K6: Penyelenggaraan Rehabilitasi | Ditien Konservasi Sumber | 1. Direktorat ~ Pemulihan
keberadaan sumber- dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi | Daya Alam dan Ekosistem Lahan Akses Terbuka
dgya alam sebagali Lahan, Perencanaan DAS, serta 2. Direktorat Pengendalian
sistem  penyangga Pengendalian Kerusakan Perairan Pencemaran Air
kehidupan ~ untuk Darat

mendukung pemban-
gunan berkelanjutan

K8: Penyelenggaraan Penge-

Ditien Pengendalian DAS

Direktorat Pengendalian

lolaan Hutan Mangrove dan Hutan Lindung Kerusakan Gambut
S3.P5 K1: Perencanaan dan Pengem- | Badan Penyuluhan dan | Sekretariat Ditjen PPKL
Meningkatnya daya saing SDM | bangan SDM Pengembangan SDM
lingkungan hidup dan kehutanan K2:  Penyelenggaraan  Diklat | Badan Penyuluhan dan | Sekretariat Ditien PPKL
Aparatur LHK Pengembangan SDM
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Sasaran
Strategis

Sasaran Program

Sasaran Kegiatan

Unit Kerja Ditjen Terkait

Unit Kerja
Ditjen PPKL

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

K3: Penyelenggaraan Pendidikan
Menengah Kejuruan Kehutanan

Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM

Sekretariat Ditjen PPKL

K4: Penyelenggaraan Pelatihan
Masyarakat dan Pengembangan
Generasi Lingkungan Hidup

Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM

Sekretariat Ditien PPKL

K5: Peningkatan Penyuluhan

Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM

Sekretariat Ditien PPKL

Pengawasan yang berkualitas dan

peningkatan Akuntabilitas Aparatur

K1:Pengawasan yang Profesional
Guna Menjamin  Mutu Kinerja
Kementerian LHK pada Wilayah
Kerja Itwil |

Inspektorat Jenderal

Sekretariat Ditien PPKL

K2: Pengawasan yang Profesional
Guna Menjamin Mutu
KinerjaKementerian LHK pada
Wilayah Kerja Itwil Il

Inspektorat Jenderal

Sekretariat Ditien PPKL

K3: Pengawasan yang Profesional
Guna Menjamin Mutu Kinerja
Kementerian LHK pada Wilayah
Kerja ltwil 11l

Inspektorat Jenderal

Sekretariat Ditien PPKL

K4: Pengawasan yang Profesion-
al Guna Menjamin Mutu Kinerja
Kementerian LHK pada Wilayah
Kerja ltwil IV

Inspektorat Jenderal

Sekretariat Ditjen PPKL

K5: Pengawasan Terhadap Kasus
Pelanggaran yang Berindikasi
KKN

Inspektorat Jenderal

Sekretariat Ditjen PPKL

S3.P13:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerin-

tahan yang Baik

K1: Penyiaran dan Penyebar-
luasan Informasi Pembangunan
LHK

Sekretariat Jenderal

Sekretariat Ditien PPKL
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Sasaran . . S . Unit Kerja
Strategis Sasaran Program Sasaran Kegiatan Unit Kerja Ditjen Terkait Ditjen PPKL
(1) @ ) () (6)

K2: Penyelenggaraan Data dan | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditjen PPKL
Informasi KLHK
K3: Koordinasi Kegiatan Peren- | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditjen PPKL
canaan dan Evaluasi
K4: Penyelenggaraan Kebijakan | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditien PPKL
Strategis bidang lingkungan hidup
dan kehutanan
K5: Penyelenggaraan Ketata- | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditjen PPKL
usahaan Kerumahtanggaan
dan Pengelolaan Perlengkapan
Kementerian LHK
K6: Kegiatan penyelenggaraan | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditjen PPKL
keteknikan lingkungan hidup dan
kehutanan
K7: Pembiayaan Pembangunan | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditjen PPKL
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
K8: Pembinaan dan Koordinasi | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditjen PPKL
Kerjasama Luar Negeri
K9: Pengendalian Ekoregion Jawa | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditjen PPKL
K10: Pengendalian Ekoregion | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditien PPKL
Bali-Nusra
K11: Pengendalian Ekoregion | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditien PPKL
Kalimantan
K12: Pengendalian Ekoregion | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditien PPKL
Sulawesi
K13: Pengendalian Ekoregion | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditjen PPKL

Maluku
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kegiatan untuk menjaga daya dukung
dan daya tampung

Sasaran . i . Unit Kerja
Strategis Sasaran Program Sasaran Kegiatan Unit Kerja Ditjen Terkait Ditjen PPKL
(1) (2) (3) (5) (6)
K14: Pengendalian Ekoregion | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditien PPKL
Papua
K15: Pengendalian Ekoregion Su- | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditien PPKL
matera
K16: Penyelenggaraan Adminis- | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditien PPKL
trasi Keuangan Kementerian LHK
K17: Penyelenggaraan Adminis- | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditien PPKL
trasi dan Penataan Kepegawaian
Kementerian LHK
K18: Pembinaan Standarisasi | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditien PPKL
Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
K19 : Pengembangan Telaahan | Sekretariat Jenderal Sekretariat Ditjen PPKL
Kebijakan, Perundang-Undangan
Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
S3.P9: K4.2:  Tersusunya  RPPLH | Ditjen. Planologi dan Tata | 1. Direktorat Pengendalian
Meningkatnya  upaya  pencegahan | Nasional dan RPPLH daerah | Lingkungan Pencemaran Air
dampak lingkungan terhadap kebijakan | untuk menjadi Acuan dalam 2. Direktorat Pengendalian
wilayah dan sektor serta usaha dan | RPJMN/RPJMD Pencemaran Udara

. Direktorat

. Direktorat

. Direktorat Pengendalian

Pencemaran dan Kersu-
sakan Pesirsir dan Laut
Pemulihan
Kerusakan Lahan Gam-
but

Pemulihan
Lahan Akses Terbuka
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2.5. Matriks Pelaksanaan Direktorat Jenderal Pengenda-
lian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun

2015 - 2019

Strategis
telah

sasaran

Rencana
Kementerian
menetapkan
strategis,
kegiatan bagi Direktorat
Jenderal = Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan  Lingkungan
untuk Tahun 2015 -
2019, sebagaimana dalam
Tabel 11.
atas mandat

dilakukan
tahapan-tahapan

program dan

Pelaksanaan
tersebut

dalam

sesuai
sasaran  kegiatan  dan
target untuk tahun 2015
sampai 2019,
sebagaimana dalam Tabel

12 sampai Tabel 17.

dengan

Tabel 11. Matrik sasaran strategis, program dan kegiatan
bagi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan untuk Tahun 2015 — 2019

INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS SASARAN PROGRAM PROGRAM
(1) (2) 3)
St S1.P10.1 Indeks Kualitas Udara minimal 84
Menjaga kualitas lingkungan hidup | Meningkatnya kualitas udara
untuk meningkatkan daya dukung | 54 pq9, Indeks kualitas Air minimal 55
lingkungan, ketahanan air, dan Meningkatnya kualitas air
kesehatan masyarakat —
S1.P10.3 Indeks Tutupan Lahan minimal 62
Meningkatnya kualitas tutupan lahan
S3: S3.P10.1 Kualitas pesisir dan Laut meningkat
Melestarikan keseimbangan | Menurunnya beban pencemaran dan | setiap tahun

ekosistem dan keaneka ragaman
hayati serta keberadaan sumber daya
alam sebagai sistem penyangga
kehidupan ~ untuk  mendukung
pembangunan berkelanjutan

tingkat kerusakan wilayah pesisir dan
laut

S3.P10.2
Meningkatnya kualitas pengelolaan la-
han gambut

Luas lahan gambut terdegradasi yang

dipulinkan meningkat setiap tahun

Terwujudnya reformasi tata kelola
kepemerintahan yang baik dilingkungan
Direktorat  Jenderal ~ Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan LH

SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di

tahun 2019 (S1.P10.K6.IKK.a)

Selanjutnya mandat pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan tersebut dijabarkan (cascade-down) pada peran fungsi dan
tanggungjawab unit-unit kerja Eselon II sebagaimana pada Tabel 12 sampai dengan Tabel

17.
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Tabel 12 . Matrik Ukuran Pencapaian Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

SASARAN | SASARAN INDIKATOR KINERJA | BASELINE TARGET
STRATEGIS | PROGRAM LG KEGIATAN 2014 015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
(1) 2) ©) (4) (5) ® | @) | ® [ (9 | (10
K6:
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
S1.P10.3.K6 S$1.P10.3.K6.IKK.a 55,56 (CC) | 71 73 75 77 78
Tata kelola pemerintahan yang baik di| Nilai Sistem Akuntabilitas
lingkungan Ditien Pengendalian Pencemaran | Kinerja Instansi Pemerintah
dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka | (SAKIP) A (78 point)
reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang
optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A)
di tahun 2019
Tabel 13. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
2. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
SASARAN SASARAN INDIKATOR KINERJA BASELINE TARGET
STRATEGIS PROGRAM A L KEGIATAN 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
(1) @ @ (@ 6 (e [0n]®] @/ 10
S3: S3.P10.2 K5:
Melestarikan keseim- | Meningkatnya kualitas | Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut
bangan ekosistem dan | pengelolaan  lahan | S3.P10.2. K5 S3.P10.2. K5.IKK.a
keanekaragaman ha- | gambut Meningkatnya luasan | Jumlah ekosistem gambut yang 5 3 173 | 353 | 504
yati serta keberadaan lahan  gambut  yang | dipetakan kesatuan hidrologis KHG | KHG | KHG | KHG | KHG
sumber daya alam terpulihkan sebesar | gambutnya
sebagai sistem pen- 5% dai luas KNG [g3p10, K5 1KKb
yangga  penyangga yang sudah ditentukan | j,miah ekosistem  Gambut 3 173 | 353 | 504
kehidupan untuk ditetapkan sebagai fungsi lindung KHG | KHG | KHG | KHG
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SASARAN SASARAN INDIKATOR KINERJA BASELINE TARGET
STRATEGIS PROGRAM S REERE KEGIATAN 2014 [zoe Nzoie a0 T zota D208
(1) (2) (3) (4) () ® | 7 | @ | @ |0
mendukung pemban- S3.P10.2.K5.1KK.c
gunan berkelanjutan Lahan gambut yang dipantau 3 173 | 353 | 504
status  kualitasnya meningkat KHG | KHG | KHG | KHG
setiap tahun
$3.P10.2.K5.IKK.d
Luas lahan gambut yang rusak
(degraded  peatland)  yang 50 ha 100 | 200 | 300 ) 500
: . . ha ha ha ha
terpulihkan ~ meningkat  setiap
tahun
Tabel 14. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
SASARAN SASARAN SASARAN INDIKATOR KINERJA BASELINE TARGET
STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) 3) “4) (5) (6) (7) 8) © (10)
S3: S3.P10.1 K3:
Melestarikan ke- | Menurunnya | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
seimbangan eko- | beban pence- I'g3p 10 1 k3 S3.P10.1.K3.KK.
sistem dan keane- | maran  dan | \ianurunnya beban | Kualitas air di perairan pantai
karagaman hayati | tingkat Keru- | noncemaran  dan | pada 3 kawasan pesisir (National 1 1 2 3 3
serta keberadaan | sakan wilayah | tinoiat  kerusakan | Capital  Integrated  Coastal Kawasan | Kawasan | Kawasan | Kawasan | Kawasan
sumberdaya alam | pesisi  dan | iiavan pesisir dan | DevelopmentNCICD, Semarang,
sebagai S'St‘;m laut laut sebesar 20% | dan Bali) meningkat setiap tahun
penyangga  ke- dari basis data 2015
hidupan  untuk —ES'TS'LK,E':KK'b, ' PAL di
mendukung pem- umiah - piiot - projec : - - - - -
bangunan  berke- perkampungan nelayan. yang 0 5 Unit 2 Unit 16 Unit | 20 Unit 7 Unit
lanjutan terbentuk sebanyak 50 unit
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S3.P10.2.K3 S3.P10.2.K3.IKK.a
Menurunnya tingkat | Jumlah kawasan yang terpulihkan 3 10 40 60 85
kerusakan wilayah | fungsi ekosistemnya pada 85 0
pesisir dan laut kawasan pesisir prioritas : pantai, Kawasan | Kawasan | Kawasan | Kawasan | Kawasan
lamun, seagrass, terumbu karang
Tabel 15. Matrik Indikator Kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
4. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
SASARAN SASARAN SASARAN INDIKATOR KINERJA BASELINE TARGET
STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) 3) “4) (5) (6) (7) (8) ©) (10)
St S$1.P10.2 K2
Menjaga kualitas | Meningkatnya | Pengendalian Pencemaran Air
lingkungan  hidup | kualitas i ['s4 pgg o o S1.P10.2K2.2.KK.
gntuk menln%ka;(tkan Menurunnya be- | Sistem pemantauan kualitas air
lgya K ukung ban pencemaran | terbentuk tersedia dan berop- 0 2DAS | 5DAS | 8DAS | 15DAS | 15DAS
kl nhg ungan, air sebesar 30 % | erasi pada 15 DAS prioritas se-
etahanan ar, dari basis data 2014 | cara kontinyu
dan kesehatan o
masvarakat pada 15 DAS priort- S1.P10.2.K2. .2.IKK.b
Y tas (124.950,73 ton .
BOD Jumlah Sungai yang telah i 3 3 3 3 3
¢) ditetapkan Daya Tampung Be- Sungai | Sungai | Sungai | Sungai | Sungai
ban Pencemarannya
S1.P10.2.K2.2.IKK.c
Jumlah sungai pada 15 DAS pri-
oritas yang meningkat kualitasn- i 3 6 9 12 15
ya setiap tahun sebagai sumber Sungai | Sungai | Sungai | Sungai | Sungai
air baku (untuk parameter kunci
BOD, COD, dan E-Coli)
$1.P10.2.K2 2.IKK.d
BeE)an Pengemaran Alr turun 1% 59, 10% 139% 16%
16% melalui pilot project dan
pembinaan sumber pencemar
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Tabel 16. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

5. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

SASARAN SASARAN INDIKATOR KINERJA BASELINE TARGET
STRATEGIS PROGRAM NI KEGIATAN 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
(1) (2) 3) (4) (5 ® | @ | © | 9 | (10)
St $1.P10.1 KL
Menjaga  kualitas | Meningkatnya | Pengendalian Pencemaran Udara
lingkungan  hidup | kualtas udara | 51 p10 k1.1 S1P10.K1.1.IKK.a
untuk meningkatkan Menurunnya beban  emisi | Persentasi Penurunan beban
. 0, 0, 0, 0, 0,
daya dukung lingkun- pencemaran udara sebesar | pencemaran ke udara sebesar 8% | 7% | 10% | 13% | 15%
gan, ketahanan air, 15% dari basis data 2014 15% dari basis data 2014
dan kesehatan mas-
yarakat S1.P10.K1.1.IKK.b N
Jumlah kota yang memiliki
sistem pemantauan kualitas 9 21 35 45
udara ambien dan beroperasi Kota | Kota | Kota | Kota
secara kontinyu sejumlah 45
Kota
S1.P10.K1.1.IKK.c
Jumlah Kota yang menerapkan 3 22 33 45
“green transportation” Kota | Kota | Kota | Kota
sebanyak 45 kota
S1.P10.K1.1.IKK.d
Jumlah Kota yang memenuhi
baku mutu Kualitas Udara | 26 Kota Kzost)a K%?a K‘rga Kﬁa K%Et)a
Ambien (dari 45 Kota yang
dipantau)
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Tabel 17. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

6. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

mencapai 25% dari basis
data rata-rata 2010-2014

SASARAN SASARAN | oo onn keGiaTan | INDIKATOR KINERJA | BASELINE TARGET
STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) 3) (4) Q) (6) (7) 8) (9) (10)
St S1.P10.3 K&
. . . Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
Menjaga  kualitas | Meningkatnya
|ingkungan h|dup kualitas S$1.P10.3.K4.3 S$1.P10.3.K4.3.IKK.a
untuk  meningkat- | tutupanlahan | Meningkatnya luas | Jumlah  provinsi  yang 3 3 8 8 A
kan daya dukung lahan ~ terlantar yang | terinventarisasi mempunyai Provinsi | Provinsi | Provinsi | Provinsi | Provinsi
lingkungan, ketahan- terpulihkan  sebesar | lahan rusak (open access)
: i 25% dari basis data
an air, dan keseha yang terinventarisir S1.P10.3.K4.3.IKK.b
tan masyarakat
Luas  Lahan terlantar
(abandoned land) bekas
pertambangan yang 5% 10% 15% 20% 25%
difasilitasi pemulihannya
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BAB III. Sasaran dan Kinerja Unit Kerja

Memperhatikan ketentuan lingkup tugas dan fungsi
yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat dikemukakan
bahwa dalam pelaksanaan mandat oleh unit-unit kerja
pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan akan dilaksanakan melalui beberapa
jenis inisiatif, yaitu 3 kelompok aktivitas yaitu regulating,
executing, empowering, serta dukungan manajemen.

Kementerian

Untuk inisiatif dalam kelompok regulating akan
dilaksanakan dalam bentuk perumusan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Inisiatif dalam kelompok executing akan dilaksanakan
dalam bentuk pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan.
Dalam kelompok empowering inisiatif dilaksanakan dalam
bentuk pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisiatas
pelaksanaan urusan penyelenggaraan mandat. Sedangkan
untuk dukungan manajemen dilaksanakan dalam bentuk
upaya-upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif
dan efisien serta pelaksanaan administrasi operasional
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Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan.

Peta strategi Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Gambar 3),
menjelaskan bahwa sasaran dan kinerja unit kerja memiliki
keterkaitan dalam perspektif maupun inisiatif pada masing-
masing perspektif. Pada Gambar 3 tampak bahwa peta
strategi terdiri dari 4 (empat) perspektif, yaitu : perspektif
kelestarian SDH dan LH, perspektif nilai tambah publik,

perspektif proses internal, serta pertumbuhan berkelanjutan.
Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa :

1. Perspektif kelestarian SDA dan LH, yaitu “Pemeliharaan
dan Peningkatan Kualitas LH melalui Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan LH yang Komperehensif”
menggambarkan tujuan atau reason to exist dari
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan;

2. Perspektif milai tambah publik, merupakan mandat
yang harus dilaksananan oleh Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,
yang tertuang dalam Renstra Kementerian LHK;



3. Perspektif proses internal,

. E E o ~ ‘Pemeliharaan dan -
merepresentasikan  peran dan 5w Paninglatan <ualtas LHmalalii ™,
f K d . . . U . > ‘g < Pengendalian Pencemaran )
nesi1 't masing-masin ni o 5 0O dan Kerusakan LH yang /
ungst da asimng-masing t £=2a e
Ker]a Eselon II yang Sekahgus """""""""""""""" ;—_—;ZJ::--- ————————————————————— ERRRRRE LR b
: = ot e -
Meznjaga kualitas lingkungan Melestarikan kessimbangan
merupakan hngkup pehanganan @uﬂtmsﬁngkﬂﬂtahdayadumﬁ;\\ mﬁoi:‘:nngan Eearwskgﬂag:gma_nt;\\
. lingkungan, ketahanan air. dan ) ayat se! eheraclaan shg sis
dalam pelaksanaan mandatnya; S or ity A _ penyanage kehidupan Lk mendukuing

“-_pembangunan berkelanjutan (S-3) g

Meningkatnya ™, Meningkatnya /Msnmgi:ahya "\ ‘/ﬂanuwunny;batlina&d\\ aningkamyakua\i'nas\
hualtasudara | (kualitastutupanlahan ) ( kualitas air I k':?gmal::;i" a.a]h nesisir |( pengelolaanlahan |
. (SW.P'IEI.II/H \ P3N [SI.PM.Z}V_.' & ganlaul{s;j;mr.'q e ;\gaﬂhut(SS.Pm.Z}/-

4.  Perspektif pertumbuhan
berkelanjutan, menggambarkan

Perspektif
Nilai Tambah Publik

prasyarat atau enabler yang

dapat menjamin keberhasilan .o o oL N\ S NS

pencapaian  sasaran  masing-

Kinarja Prima
Dirsktorat Pangandalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
denganTatakelola Pemerintahan yang Baik

-

masing inisiatif pada seluruh
perspektif dalam Peta

Perspektif
Proses internal

Strategi  Direktorat  Jenderal Inventarisasi dan Perencaaan Pengendalian Permantauan
. Penetapan Pangendalian dan Pemulihan
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan T T T Sy B B [ CEEErrr
- & & Kerangka Regulasi e Kerangka Pendanaan Kerangka Evaluasi
= _g 5 Kelembagaan
. ] © 5 = * Peraturan perundang- » Bisnis Proses * Ketersediaanpendanaan Kelengkapan perangkat:
Gambar 3 Peta strategl Dlt]en g g % undanganyg kendusif *Pengelolaans umberdaya * Akuntabilitas admini i = Manajemen siklus
7 o £ =< + Ketersediaan K ebijakan * Tatalaksana keuangan POCA atauP DAC
P engendallan P encemaran dan o d'f g Teknis & NSPK = Sistem Informasi + Penerapan aplikasi ADIK = Manajemen Kinera

Kerusakan Lingkungan . e T
3.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan  memiliki 7 (tujuh) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran
dukungan manajemen, Sekretariat Direktorat Jenderal — dan indikator unit kegiatan yang ada.
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Tabel 18. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 1/4

Unit Kegiatan Dukungan ManajemenPelaksanaan TugasTeknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)
Sasaran Unit Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Kegiatan #1/ : | Lingkungan
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
9 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. | Tersedianya dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PK, RKAKL). 3 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok
2. | Tersedianya dokumen pelaporan (Monev Triwulan, LKj, dan Laporan RENJA). - 4 Lap 6 Lap 6 Lap 6 Lap 6 Lap
3. | Terselenggaranya layanan kehumasan, data dan informasi. - 5 Publikasi | 24 Publikasi | 24 Publikasi | 24 Publikasi | 24 Publikasi
4. | Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa pemerintah. - 100% 100% 100% 100% 100%
5. | Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah - Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 3
Tabel 19. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 2/4
Unit Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)
Sasaran Unit . o . o
Kegiatan #2/4 | ° Efektivitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
9 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8)
1. | Penandatanganan Kontrak Kinerja (SKP) oleh SDM, peta jabatan dan peningkatan 234 234 234 234 234 234

pembinaan kapasitas SDM Pegawai | Pegawai | Pegawai | Pegawai | Pegawai | Pegawai

2. | Terselenggaranya bulan layanan administrasi kepegawaian 1 Laporan | 1Laporan | 1Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan

Terselenggaranya pelayanan dan pembinaan jabatan fungsional pengendali dampak - - 1 1 1 1
lingkungan (PEDAL)
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Tabel 20. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3/4

Unit Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)
Sasaran Unit L "
Kegiatan #3/4 Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
. . . Baseline
No Indikator Unit Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) 2) ) (4) (5) (6) (7) 8)
1. | Tersedianya laporan keuangan, laporan barang milik negara dan persediaan
secara tepat waktu dan berkualitas (Tingkat Eselon I, Tingkat UAKPA, | 11 Laporan | 11 Laporan | 11 Laporan | 11 Laporan | 11 Laporan | 11 Laporan
Rekonsiliasi Tingkat UAKPA).
2. | Tingkat kepatuhan penyajian administrasi dan pelaporan keuangan. 1 Laporan | 1Laporan | 1Laporan | 1Laporan | 1Laporan | 1 Laporan
3. | Tersedianya petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum. 1 Juknis 1 Juknis 1 Juknis 1 Juknis 1 Juknis
4, Tgrselenggarapya layanan umum, dukungan operasional dan tata naskah 1 Laporan | 1Laporan | 1 Laporan | 1Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan
dinas elektronik.
Tabel 21. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 4/4
Unit Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)
Sasgran il Efektivitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri
Kegiatan # 4/4
. . . Baseline
No Indikator Unit Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) 2 ©) 4) (5) (6) (7) 8)
1. Jymlah rancangan peraturan dan rekapitulasi statgs layanan peraturan di 30 RaPer. | 25RaPer. | 30 RaPer. | 35RaPer. | 40 RaPer.
bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. | Terselenggaranya SOSI&lISé}SI peraturan di bidang pengendalian 2 Kali 2 kali 2 Kali 2 Kali
pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. | Jumlah perjanjian kerjasama teknik dan rekapitulasi layanan kerjasama 5 7 9 11 13
dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama | Kerjasama | Kerjasama | Kerjasama | Kerjasama
4. | Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi kerjasama teknik. - 1 Laporan | 1Laporan | 1lLlaporan | 1Laporan | 1 Laporan
5 , 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Terselenggaranya kesekretariatan PROPER Perusahaan | Perusahaan | Perusahaan | Perusahaan | Perusahaan | Perusahaan
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3.2. Direktorat Pengendalian Gambut

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Gambut memiliki
3 (tiga ) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 22. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 1/3

Unit Kegiatan . | Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut
Sasaran Unit . : - o .
Kegiatan # 1/3 Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
g 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5 (6) (7) 8)
1. | Tersedianya sebaran ekosistem gambut pada KHG Nasional skala | 1 (peta 1 (peta dan -
1:250.000 indikatif) | diskripsi final 673
KHG dengan
luas indikatif
26.353.976 Ha)
2. | Tersedianya peta dan karakteristik ekosistem gambut pada KHG skala 5 KHG 11 KHG 232 KHG | 453 KHG | 673 KHG
1:50.000
3. | Tersedianya bahan penetapan indikatif fungsi lindung ekosistem gambut 6.071.011 Ha 6.071.011 Ha
skala 1:250.000 (usulan) (ditetapkan)
4. | Tersedianya bahan penetapan indikatif fungsi budidaya ekosistem gambut 20.282.966 Ha | 20.282.966 Ha
skala 1:250.000 (Usulan) (ditetapkan)
5. | Tersedianya bahan penetapan fungsi ekosistem gambut pada KHG skala KHG 11 KHG | 232 KHG | 453 KHG
1:50.000
6. | Tersedianya Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut 2 laporan 2 laporan 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan
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Tabel 23. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 2/3

Unit Kegiatan . | Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut
ﬁ::ﬁe:fa?]:n;/s | Efektivitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan
No Indikator Unit Kegiatan Baseline

2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5 (6) (7) (8)

1. | Tersedianya bahan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan 2 dokumen | 1 dokumen
Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional (RPPEG

Nasional)
2 dokumen | 4 Propinsi | 9 Propinsi | 13 Propinsi | 19 Propinsi

2. | Tersedianya bahan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi

3. | Tersedianya bahan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten

4. | Tersedianya bahan evaluasi rencana pengendalian kerusakan ekosistem gambut

1 dokumen 4 Kab 10 Kab 20 Kab 30 Kab

1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen

Tabel 24. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 3/3

Unit Kegiatan . | Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut
Sasaran Unit , - .
Kegiatan # 3/3 . | Efektivitas pengendalian kerusakan gambut
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
g 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) @ ©) (4) (5) (6) (7) (8)
1. | Tersedianya bahan pemantauan dan luasan lahan gambut yang dipantau status 2 1 1 1 1
kualitasnya meningkat setiap tahun dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen
(5KHG) | (11 KHG) | (232 KHG) | (453 KHG)
2. | Luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) yang terpulihkan meningkat setiap 50 ha 2.000 4,000 | 6.000ha*| 10.000
tahun ha* ha* ha*

*50 hektar dibiayai APBN dan dilakukan oleh KLHK, selebihnya partisipasi berbagai multi stakeholder
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3.3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Pesisir dan Laut

dukungan

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan

manajemen

Direktorat

Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut memiliki
4 (empat) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan
indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 25. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja # 1/4

kerusakan peisir dan laut

Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Sasaran Unit L . .
Kegiatan # 1/4 Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
9 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. | Tersedianya perencanaan pengendalian pencemaran 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
dan kerusakan pesisir dan laut
2. | Jumlah kerjasama dalam pengendalian pencemaran 3 kerjasama 4 kerjasama 4 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama
dan kerusakan pesisir dan laut
3. | Jumlah standar dan baku mutu lingkungan di wilayah | 3 baku | 3 evaluasibaku | —3rancangan | -1rancangan 1 rancangan 1 pengemban-
pesisir dan laut kerusakan kerusakan peraturan peraturan baku peraturan gan peraturan
kriteria baku mutu air laut kriteria baku mutu
kerusakan -1 rancangan | kerusakan fisik lingkungan
-2 evaluasi peraturan lainnya
peraturan tentang IPLC
4. | Tersedianya laporan pengendalian pencemaran dan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
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Tabel 26. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja # 2/4

Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
E:Ziaarti; L;n2|t/ 4 Tersedianya data dan informasi tentang beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
9 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) @) (4) (5) (6) (7) (8)
1. | Tersedianya baseline data dan pemutakhiran data sumber pencemar, 5kawasan | 8kawasan | 10 kawasan | 13 kawasan | 10 kawasan
volume beban pencemar dan tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut
2. | Inventarisasi kualitas lingkungan pesisir dan laut - 2 kawasan | 8 kawasan | 10 kawasan | 13 kawasan | 10 kawasan
Tersedianya status mutu air laut 2 kawasan | 5kawasan | 7 kawasan | 10 kawasan | 7 kawasan
Tabel 27. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja # 3/4
Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Sasaran Unit o ’ L .
Kegiatan # 3/4 Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah |
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
9 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) @ 3 (4) (5) (6) (7) ©)
1. | Jumlah konsep ijin pembuangan air limbah ke laut 18 ijin 18 ijin 18 ijin 18 ijin 18 ijin
2. | Terlaksananya pemantauan kualitas air laut di lokasi IPAL yang terbangun 5 lokasi 5 lokasi 18 kawasan | 18 kawasan | 18 kawasan
dan kegiatan /usaha yang memiliki ijin pembuangan air limbah ke laut
3. | Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistem pesisimya 6 kawasan | 8 kawasan | 13 kawasan | 13 kawasan | 11 kawasan
4. | Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan 2 kawasan | 2kawasan | 2 kawasan | 2kawasan | 2kawasan
laut di wilayah 1
5. | Terbangun dan beroperasinya IPAL di Wilayah | 3 unit 2 unit 9 unit 9 unit 7 unit
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Tabel 28. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #4/4

Unit Kegiatan : | Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Sasaran Unit L . o .
Kegiatan # 4/4 Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah 1
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
9 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8)
1. | Jumlah konsep ijin pembuangan air limbah ke laut 5jin 10 ijin 10 ijin 10 ijin 10 ijin
2. | Terlaksananya pemantauan kualitas air laut di lokasi IPAL yang terbangun dan kegiatan 2lokasi | 8lokasi | 8lokasi | 8lokasi | 8 lokasi
/usaha yang memiliki ijin pembuangan air
3. | Jumlah kawasan yang dipulinkan 4 6 8 8 8
kawasan | kawasan | kawasan | kawasan | kawasan
4. | Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah 1 1 1 1 1
1 kawasan | kawasan | kawasan | kawasan | kawasan
5. | Terbangun dan beroperasinya IPAL di Wilayah Il 2 unit 7 unit 7 unit 4 unit

3.4. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk melaksanakan
perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis
dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan
pengendalian pencemaran dan kerusakan air, Direktorat
Pengendalian Pencemaran Air memiliki 5 (lima) sasaran
unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan
yang ada.
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Tabel 29. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 1/5

Unit Kegiatan . | Pengendalian Pencemaran Air
ﬁzzzfaz L;?'/ts Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran air dalam upaya pencapaian menurunnya beban pencemaran dan perbaikan kualitas air
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
g 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. | Tersusunnya rencana kerja pengendalian pencemaran air 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
2. | Tersedianya konsep kebijakan (pedoman, standar dan atau kriteria) pengendalian 13 6 7 7 7
pencemaran air yang meliputi pencegahan
3. | Jumlah kerjasama dengan pihak lain (perguruan tinggi dan institusi lainnya) dalam 2 2 2 2 2
rangka mendukung pengendalian pencemaran air dan penurunan beban pencemaran
air
4. | Tersusunnya laporan kinerja tahunan pengendalian pencemaran air 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
Tabel 30. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 2/5
Unit Kegiatan : | Pengendalian Pencemaran Air
Sasaran Unit

Kegiatan #2/5 Efektivitas inventarisasi dan alokasi beban pencemaran dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
g 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8)
1. | Tersedianya sarana pemantauan kualitas air secara kontinyu dan online pada 15 DAS 2sungai | 5sungai | 10 sungai | 15 sungai | 15 sungai
prioritas
2. | Tersedianya perhitungan daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban 3sungai | 7sungai | 11 sungai | 15 sungai
pencemaran
3. | Tersedianya status mutu air dan indek kualitas air 33 33 34 34 34 34
Provinsi | Provinsi | Provinsi | Provinsi | Provinsi | Provinsi
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Baseline

No Indikator Unit Kegiatan 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
(1) @ ©) (4) (5) (6) (7) G)
4, | Terlaksanannya penerapan alokasi beban pencemaran dalam penetapan kebijakan 2 Kab/ 15Kab/ | 36Kab/ | 51Kab/ | 71Kab/

pengendalian pencemaran air di daerah kota kota kota kota kota
5. | Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria kualitas 6 1 1 1 1

air dalam pelaksanaan inventarisasi dan penetapan alokasi beban pencemaran

Tabel 31. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 3/5

Unit Kegiatan . | Pengendalian Pencemaran Air

Sasaran Unit

Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah industri dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air

Kegiatan #3/5
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
g 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) ©) (4) (5) (6) (7) 8
1. | Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Industri Ekstraktif 927 927 927 927 927
2. | Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Industri Pengolahan 817 817 817 817 817
3. | Terlaksananya pilot project penurunan beban pencemaran air limbah dari industri 4 jenis 6 jenis 8 jenis 9 jenis 10 jenis
ekstratif dan pengolahan industri industri industri industri industri
4, | Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria 2 2 2 2
pencegahan pencemaran dari sektor industri
Tabel 32. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 4/5
Unit Kegiatan . | Pengendalian Pencemaran Air

Sasaran Unit
Kegiatan #4/5

Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah industri dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air
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. . . Baseline
No Indikator Unit Kegiatan 2014 | 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. | Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Kegiatan Prasarana 284 284 284 284 284
dan Jasa
2. | Terlaksananya pilot project penurunan beban pencemaran air limbah dari - 1 jenis 2 jenis 3 jenis 4 jenis
Kegiatan Prasarana dan Jasa kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
3. | Terbangunnya IPAL Domestik sebagai pilot project untuk penurunan beban 4 Kab/Kota | 2 Kab/kota | 6 Kab/kota | 5 Kab/kota | 4 Kab/kota
pencemaran air limbah dan meningkatnya kualitas air (5lokasi) | (2lokasi) | (6lokasi) | (5lokasi) | (4 lokasi)
4, | Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau 1 2 2 2 2
kriteria pencegahan pencemaran dari sumber domestic
Tabel 33. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 5/5
Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air
Sasaran Unit Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah USK dan non institusi dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan
Kegiatan #5/5 kualitas air
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
9 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. | Terbangunya IPAL usaha Skala Kecil (USK) sebagai pilot project penurunan 8 Kab/kota | 2 Kab/kota | 4 Kab/kota | 6 Kab/kota | 6 Kab/kota
beban pencemaran dari sumber USK (8 lokasi) (2 lokasi) (4 lokasi) (6 lokasi) (6 lokasi)
Terbangunnya model pengelolaan air limpasan (sumber non institusi) 1 Kab/kota | 1Kab/kota | 2 Kab/kota | 2 Kab/kota
Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau 1 2 2 2 2
kriteria pencegahan pencemaran dari sumber USK dan non Institusi
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3.5. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan
teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara memiliki

5 (lima) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 34. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #1/5

48

Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara
Sasaran Unit Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya
Kegiatan #1/5 pencapaian menurunnya beban emisi pencemaran udara
. . . Baseline
No Indikator Unit Kegiatan 2014 | 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) “4) (5) (6) (7) ©)
1. | Tersedianya perencanaan pengendalian pencemaran udara - 3 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
2. | Tersusunnya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengendalian 3 kerjasama | 15 kerjasama | 15 kerjasama | 12 kerjasama
pencemaran udara
3. | Tersedianya Baku Mutu Pengendalian Pencemaran Udara 1 baku mutu | 2 bakumutu | 2bakumutu | 2 bakumutu
Tabel 35. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #2/5
Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara
Sasgran IS Efektifitas pelaksanan inventarisasi dan status mutu udara
Kegiatan #2/5
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
9 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) 2 3) (4) (5) (6) (7) 8)
1. | Tersedianya data inventarisasi emisi dan perhitungan beban emisi 10 kota 1 kota 8 kota 10 kota 10 kota 6 kota
di kab/kota dan 7 sektor industri serta pemutakhirannya 30 30 40 50 60 70
perusahaan | perusahaan | perusahaan | perusahaan | perusahaan | perusahaan
2. | Tersedianya Status Mutu Udara 33 prov 33 prov 34 prov 34 prov 34 prov 34 prov
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. . . Baseline
No Indikator Unit Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) 3 (4) (5 (6) (7) 8
3. | Terlaksananya penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara - 1 dokumen 1 kota 18 kota 13 kota 13 kota
konsep
Tabel 36. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #3/5
Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara
Sasaran Unit . - :
Kegiatan #3/5 Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
9 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) @ (3) (4) (5) (6) (7) 8)
1. | Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor - - 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
transportasi darat
2. | Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor 3 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
transportasi udara, laut dan alat berat
3. | Terlaksananya green transportasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari sektor 3 kota 19 kota 11 kota 12 kota
transportasi darat
4. | Terpenuhinya baku mutu kualitas udara ambien perkotaan 26 Kota | 29Kota | 33Kota | 37Kota | 42Kota | 45Kota
5. | Evaluasi penerapan green transportasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari sektor 2 Kota 2 Kota 2 Kota
transportasi udara, laut dan alat berat
Tabel 37. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #4/5
Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara
Sasaran Unit . o . .
Kegiatan #4/5 Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak
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. . . Baseline
No Indikator Unit Kegiatan 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
(1) (2) ©) (4) (5) (6) (7) Gl
1. . - 7 sektor 10 15 25 35
Terlaksananya model penurunan beban pencemaran udara di 7 sektor indust industri industri industr
2. e . - 448 448 448 448 448
Terlaksananya evaluasi kinerja industri Energi Migas dan Pertambangan industr industr industri industri | industri
3. S . 1693 1693 1693 1693 1693
Terlaksananya evaluasi kinerja industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa industri industri industri industri industri
4. | Tersedianya pedoman dan bahan masukan teknis penyusunan NSPK Pengendalian 1 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

Tabel 38. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #5/5

Unit Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara
ﬁ:;g; [:1[;2?5 Meningkatnya Efektivitas sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi
No Indikator Unit Kegiatan Baseline
9 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. | Terpetakannya lokasi penempatan dan pengembangan sistem jaringan AQMS 1 Dok. - - - -
di 45 kota (45 kota)
2. | Terlaksananya pemasangan peralatan serta sistem jaringan AQMS di 45 kota - 3 kota 17 kota 31 kota 45 kota
Tersusunnya kajian strategis dan pedoman pengendalian pencemaran udara 1 Dok 1 Dok
dalam ruangan dan gangguan
4. | Memastikan terselenggaranya pengendalian pencemaran udara dalam ruangan - 1 1 1
pemukiman dan gangguan pemukiman | pemukiman | pemukiman
5. | Tersedianya laporan pengendalian pencemaran udara 1 lap 1 lap 1lap 1lap 1 lap
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3.6. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan
evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan
Akses Terbuka memiliki 3 (tiga) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 39. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #1/3

Unit Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
Sasaran Unit Efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar yang
Kegiatan #1/3 terpulihkan
. . . Baseline

No Indikator Unit Kegatan 2014 | 2015 2016 2017 2018 2019
(1) @ @) (4) () (6) (7) 8)

1. | Tersedianya rencana tata kelola pemulihan lahan akses terbuka 23 kab/kota | 25kab/kota | 25kab/kota | 25 kab/kota
2. | Evaluasi pelaksanaan pemulihan lahan akses terbuka 23 kab kota | 98 kab/kota | 98 kab/kota | 98 kab/kota

Tersedianya laporan pemulihan lahan akses terbuka 1lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap

Tabel 40. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #2/3

Unit Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
i:;?;fann ligl/ts Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelembagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama
. . . Baseline

No Indikator Unit Kegatan 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

(1) @ (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. | Tersedianya baseline data dan pemutakhiran data kerusakan 3 prov 3 prov 8 prov 8 prov 11 prov
Tersedianya Indeks Tutupan Lahan 33Prov | 33Prov | 33Prov | 33Prov | 33Prov
Tersedianya pelembagaan pertambangan rakyat 3 prov 3 prov 8 prov 8 prov 11 prov

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

| 51



Tabel 41. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #3/3

Unit Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Sasaran Unit

Efektivitas pemulihan kerusakan lahan akses terbuka melalui peran serta

Kegiatan 3/3 hasil pelembagaan pemangku kepentingan
No Baseline
Indikator Unit Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. | Jumlah kabupaten /kota yang terfasiltasi pencegahan kerusakan lahan 23 kab/kota | 25 kab/kota | 25 kab/kota | 25 kab/kota
akses terbuka
Luas lahan terfasilitasi pemulihan kerusakan lahan bekas pertambangan 5% 10% 15% 20% 25%
Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan 46 industri | 46industri | 46industri | 46industri | 46 industri
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BAB 1V. Kerangka Regulasi

RPJMN 2015-2019 telah menetapkan Kerangka
Regulasi dalam mendukung upaya peningkatan kualitas
lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan
konsumsi berkelanjutan dan pelestarian dan pemanfaatan
keekonomian KEHATI.

berupa percepatan penyelesaian peraturan perundangan

Kerangka regulasi tersebut
operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Dalam kurun waktu 2015-2019
ditargetkan dapat diselesaikan 12 (sepuluh) rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU tersebut.
Dari keduabelas RPP tersebut, terdapat 3 (tiga) RPP yang
menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk

memfasilitasi dan memimpin pembahasannya. Ketiga RPP
tersebut dapat dilihat pada Tabel 45.
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Tabel 42. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah

Materi Regulasi

(1) (2)
RPP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan | Peraturan Presiden
Lingkungan Hidup

Jenis Regulasi

RPP Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Air | Peraturan Presiden
(Revisi PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas

Air dan Pengendalian Pencemaran Air)

RPP Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara | Peraturan Presiden
yang mengandung Pengelolaan Gas Rumah Kaca
dan Bahan perusak Ozon (Revisi PP No. 41/1999

tentang Pengendalian Pencemaran Udara)

Di samping RPP sebagaimana tersebut di atas,
Direktorat
Kerusakan Lingkungan memandang perlu memprakarsai

Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
peraturan perundang-undangan (regeling) di bawah PP dan
kebijakan lainnya (beleidregel) untuk mencapai tujuan,
sasaran program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Peraturan perundang-undangan (regeling) dan kebijakan
lainnya (beleidregel) tersebut dapat dilihat pada Tabel 46.



Tabel 43. Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan
(Regeling) di bawah PP dan Kebijakan Lainnya (Beleidregel)

Jenis Regulasi yang Dibutuhkan
untuk disempurnakan

Kebutuhan Penyempurnaan

Jenis Regulasi yang Dibutuhkan
untuk disempurnakan

Kebutuhan Penyempurnaan

(1)

)

(1)

()

4.1. Kerangka Regulasi Pengendalian Kerusakan Gambut

Kebijakan  (insentif/disinsentify ~ bagi
pelaksanaan pengendalian dan pemulihan
oleh stakeholder (berupa bantuan anggaran
pendanaan, teknologi, award, dll)

Keputusan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Inventarisasi Ekosistem Gambut

Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

4.3. Kerangka Regulasi Pengendalian Kerusakan Air

Pedoman Tata Cara Penetapan dan
Perubahan Fungsi Ekosistem Gambut

Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Pedoman Tata Cara Penyusunan,
Penetapan dan Perubahan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut

Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Pedoman pemantauan kualitas air manual
dan online (kriteria pantau, metode pantau,
mekanisme pelaksanaan pemantauan,
mekanisme pelaporan, dan lainnya)

Keputusan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

Pedoman penetapan alokasi beban
pencemaran

Keputusan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

4.4. Kerangka Regulasi Pengendalian Pencemaran Udara

Pedoman evaluasi dan mekanisme | Peraturan Menteri Lingkungan
pelaksanaan evaluasi Hidup dan Kehutanan
Pedoman  Pemantauan  Pengelolaan | Peraturan Menteri Lingkungan
Ekosistem Gambut Hidup dan Kehutanan

Pedoman Tata Kelola Air dan Tata Cara
Pengukuran Muka Air

Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

4.2. Kerangka Regulasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir

Laut

Road map pemantauan  Kualitas
udara secara nasional (meliputi: sistem
pemantauan (manual, kontinyu, pasif),
kriteria lokasi/kota, kriteria penempatan alat,
parameter, spesifikasi peralatan, sistem
transfer data, manajemen pengelolaan alat,
penyajian data/publikasi)

Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Penetapan kriteria (tingkat kepentingan
dan kepastian) untuk menetapkan prioritas
85 kawasan pesisir yang menjadi sasaran
(melibatkan stakeholder)

Keputusan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

Pedoman pemantauan kualitas udara
online (kriteria pantau, metode pantau,
mekanisme pelaksanaan pemantauan,
mekanisme pelaporan, dan lainnya)

Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Permen tentang Pedoman Status Mutu Laut

Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Kebijakan  (insentif/disinsentif) ~ dalam
pelaksanaan sistem pemantauan secara
integratif ~ (berupa bantuan anggaran
pendanaan, teknologi, award, kriteria plus
bagi adipura, dll)

Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
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Jenis Regulasi yang Dibutuhkan
untuk disempurnakan

Kebutuhan Penyempurnaan

Jenis Regulasi yang Dibutuhkan
untuk disempurnakan

Kebutuhan Penyempurnaan

(1)

(@

(1)

()

Pedoman pembangunan stasiun pemantau
kualitas udara (SPKU) secara terintegrasi

Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Kebijakan dan turunannya dalam rangka
penurunan pencemaran udara dari sumber
bergerak

Peraturan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

Kebijakan  (insentif/disinsentif)  bagi
tambang rakyat dalam pelaksanaan
pemulihan kerusakan LAT (berupa bantuan
anggaran pendanaan, teknologi, award,
kriteria plus bagi adipura, dll)

Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Pedoman teknis pelaksanaan Green
Transportation

Peraturan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

Pedoman standardisasi dan akreditasi LPK
(Lembaga Penilaian Kesesuaian) dalam
sertifikasi produk tambang rakyat

Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Metode penghitungan indeks kualitas udara

Peraturan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

NSPK untuk inventarisasi LAT

4.6 Kerangka Regulasi Tatakelola Pemerintahan yang Baik

Pedoman rencana aksi penurunan beban
emisi di kabupaten /kota

Peraturan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

SOP penyusunan formasi CPNS

Peraturan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

4.5. Kerangka Regulasi Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Parameter kerusakan LAT: definisi, kriteria
teknis, indikator, verifikator, metode
pengukuran

Peraturan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

SOP pemberian izin dan tugas Belajar

Peraturan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

Metode dan mekanisme
pengukuran kerusakan LAT

(tata cara)

Peraturan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

SOP mutasi internal dan external

Peraturan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

Rpermen tentang penyusunan dan
penetapanlandasan hukum, definisi dan
kriteria LAT

Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

SOP Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan

Rpermen tentang tentang Penyusunan dan
penetapan pedoman teknis inventarisasi
social mapping dan teknis pelaksanaan
inventarisasi kerusakan LAT (ada format
formulir survey, dll)

Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

SOP Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan Direktur Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
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BAB V Kemngka Pendanaan
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BAB V. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran Program, dan
Sasaran Kegiatan 2015-2019 sebagaimana tersebut di atas,
dibutuhkan pendanaan sebesar Rp 3.982.724.990.000
(tiga triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar tujuh
ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh
ribu rupiah). Sumber pendanaan tersebut bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik
yang bersifat rupiah murni ataupun pinjaman/hibah luar
negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain
bersumber dari APBN, dimungkinkan pula menggali sumber
pendanaan lain misalnya Corporate Social Responsibility
(CSR) atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak lain
yang tidak merugikan pemerintah.

Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci
setiap tahunnya berdasarkan target indikator Kegiatan
yang telah ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut
dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Direktorat
Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan dan/atau disalurkan kepada Pemerintah
Propinsi melalui Dana Dekonsentrasi atau kepada kepala
daerah Kabupaten/Kota melalui Dana Tugas Perbantuan
untuk mendukung tugas Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di daerah. Rincian
kebutuhan pendanaan tahunan tercantum dalam tabel

sebagai berikut.

Tabel 44. Rincian Kebutuhan Pendanaan

Program/ . Target Alokasi (Rp. Miliar)
¢ Sasaran Indikator
Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Pengendalian 2287 | 17.81 | 102.65 | 8220 | 59.86
Pencemaran
Udara (K1)
1. Menurunnya  be- 3% 7% 10% 13% 15% 22.87 17.81 | 102.65 | 8220 | 59.86
ban emisi pence-
maran udara
sebesar 15% dari
basis data 2014
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2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

a. Persentasi  Penu- 3% 7% 10% 13% 15% 18.55 1.28 7.36 5.89 4.29
runan beban pence-
maran ke udara
sebesar 15 % dari
basis data 2014 (S1.
P10.K1.IKK.a)

b. Jumlah kota yang - 9 kota 12 kota 12 kota 12 kota 0.00 9.85 56.79 | 4548 | 33.12
memiliki sistem pe-
mantauan  kualitas
udara ambien dan
beroperasi  secara
kontinyu  sejumlah
45 Kota (S1.P10.
K1.IKK.b)

c. Jumlah Kota yang| O kota 3 kota 16 kota 11 kota 12 kota 1.50 2.03 11.72 9.38 6.83
menerapkan “green
transportation”  se-
banyak 45 kota (S1.
P10.K1.IKK.c)

d. Jumlah Kota yang| 39kota | 33kota 37 kota 42 kota 45 kota 2.81 4.65 26.79 | 21.45 | 15.62
memenuhi baku
mutu Kualitas Uda-
ra Ambien (dari 45
Kota yang dipantau)
(S1.P10.K1.IKK.d)

Pengendalian 2299 | 1420 | 81.84 | 6554 | 47.73
Pencemaran
Air (K2)

1.Menurunnya 5% 20% 25% 30% 22.99 1420 | 81.84 | 6554 | 47.73

beban pence-
maran air  se-
besar 30% dari
basis data 2014
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2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

pada 15 DAS pri-
oritas (124.950,73
ton BODe)

a. Sistem pemantauan - 5sungai | 8 sungai 15sungai | 15sungai | 3.52 5.69 32.79 | 26.26 19.12
kualitas air terben-
tuk tersedia dan
beroperasi pada 15
DAS prioritas  se-
cara kontinyu (S1.
P10.K2.IKK.a)

b. Jumlah Sungai yang - 3sungai | 6 sungai 3sungai | 3sungai 1.36 1.65 9.49 7.60 5.53
telah ditetapkan
Daya Tampung Be-
ban Pencemarann-
ya (S1.P10.K2.IK-
K.b)

¢. Jumlah sungai pada - 6sungai | 9sungai | 12sungai | 15sungai | 1.44 3.58 20.61 16.50 | 12.02
15 DAS prioritas
yang meningkat
kualitasnya ~ setiap
tahun sebagai sum-
ber air baku (untuk
parameter  kunci
BOD, COD, dan
E-Coli)  (S1.P10.
K2.IKK.c)

d. Beban  Pencema- 1% 5% 10% 13% 16% 16.67 3.29 18.96 | 15.18 | 11.06
ran Air turun 16%
melalui pilot project
dan pembinaan
sumber  pencemar
(S1.P10.K2.IKK.d)
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2015 2016 2017 2018 2019 2015 | 2016 2017 2018 | 2019
Pengendalian 18.07 | 1250 | 72.05 | 57.70 | 42.01
Pencemaran
dan Keru-
sakan Pesisir
dan Laut (K3)
1.Menurunnya 5% 10% 15% 20% 18.07 | 1250 | 72.05 | 57.70 | 42.01
b e b a n
pencemaran dan
tingkat kerusakan
wilayah  pesisir
dan laut sebesar
20% dari basis
data 2015
a. Kualitas air di perai- 1 1 2 Kawasan | 3 Kawasan 3 3.79 1.65 9.51 7.62 5.55
ran pantai pada 3| Kawasan | Kawasan pesisir pesisir Kawasan
kawasan  pesisir | pesisir pesisir (NCICD (NCICD, pesisir
(National ~ Capital | (NCICD) | (NCICD) dan Semarang | (NCICD,
Integrated ~ Coast- Semarang) | dan Benoa- | Semarang
al  Development/ Bali) dan
NCICD, Semarang, Benoa-
dan Bali) meningkat Bali)
setiap tahun (S1.
P10.1.K3.1.IKK.a)
b. Jumlah pilot project 2 unit 16 unit 20 unit - 6.28 2.34 13.46 | 10.78 7.85
IPAL di perkam-
pungan nelayan
yang terbentuk se-
banyak 50 unit (S1.
P10.1.K3.1.IKK.b)
2.Menurunnya|c. Jumlah  kawasan 3 10 40 60 85 8.00 8.51 49.07 | 39.30 | 28.62
tingkat kerusakan | yang terpulih- | kawasan | kawasan | kawasan | kawasan | kawasan
wilayah  pesisir | kan fungsi eko-
dan laut sistemnya pada 8
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kawasan
prioritas pantai,
lamun,  seagrass,
terumbu karang (S1.
P10.1.K3.2.IKK.a)

pesisir

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Pemulihan
Kerusakan
Lahan Akses
Terbuka (K4)

13.13

11.50

66.28

53.08

38.65

1. Meningkatnya luas
lahan terlantar
yang terpulihkan
sebesar 25% dari
basis data yang
terinventarisir

10%

15%

20%

25%

13.13

11.50

66.28

53.08

38.65

. Jumlah

provinsi
yang terinventarisa-
si mempunyai lahan
rusak (open access)
(S1.P10.K4.IKK a)

3 provinsi

3 provinsi

11 provinsi

11 provinsi

update

9.16

2.30

13.28

10.64

7.75

. Luas Lahan terlantar

(abandoned
land) bekas
pertambangan
yang difasilitasi
pemulihannya
mencapai 25% dari
basis data rata-rata
2010-2014 (S1.P10.
K4.IKK.b)

5%

10%

15%

20%

25%

3.97

9.20

53.00

42.44

30.91
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2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Pengendalian 2257 | 14.08 | 81.17 | 65.00 | 47.33
Kerusakan
Lahan
Gambut (K5)
1. Meningkatnya lua- 75 ha 200 ha 300 ha 500 ha 22.57 | 14.08 | 81.17 | 65.00 | 47.33

san lahan gambut
yang terpulihkan
sebesar 5% dari
luas KHG vyang
sudah ditentukan

a. Jumlah  ekosistem 3KHG | 173KHG | 353KHG | 504 KHG | 19.75 3.00 1728 | 13.84 | 10.08
gambut yang dipe-
takan kesatuan hi-
drologis gambutnya
(S1.P10.2.K5.IKK.a)

b. Jumlah  ekosistem 3KHG | 173KHG | 353KHG | 504 KHG | 0.00 2.14 12.36 9.90 7.21
Gambut Ditetapkan
Sebagai Fungsi
Lindung (S1.
P10.2.K5.IKK.b)

c. Lahan gambut yang 3KHG | 173KHG | 353KHG | 504 KHG | 0.00 0.45 2.58 2.07 1.51
dipantau status
kualitasnya mening-
kat setiap tahun (S1.
P10.2.K5.IKK.c)

d. Luas lahan gambut 100 ha 200 ha 300 ha 500 ha 2.82 8.49 4895 | 39.20 | 2854
yang rusak (degrad-
ed peatland) yang
terpulihkan mening-
kat setiap tahun (S1.
P10.2.K5.IKK.d)
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2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Dukungan 4.82 9.70 10.67 | 11.74 | 1291
Manajemen
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya

Direktorat
Jenderal

Pengendalian
Pencema-
ran dan

Kerusakan
Lingkungan
Hidup (K6)

1. Terwujudnya 71 Poin | 73 Poin 75 Poin 77 Poin 78 Poin 4.82 9.70 | 21318 | 11.74 | 12.91
reformasi tata
kelola  kepemer-
intahan yang baik
di lingkungan Di-
rektorat Jenderal
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan LH

a. SAKIP  Direktorat | 71 Poin | 73 Poin 75 Poin 77 Poin 78 Poin 7.70 9.17 32.84 42.31 30.81
Jenderal  Pengen-
dalian Pencemaran
dan Kerusakan
Lingkungan  Hidup
dengan nilai mini-
mal 78,00 (A) di ta-
hun 2019 (S1.P10.
K6.IKK.a)
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BAB VI. Penutup
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BAB VI. Penutup

(Renstra) Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas
dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran

Rencana Strategis

dan Kerusakan Lingkungan untuk 5 (lima) tahun ke
depan. Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu kepada
instensi strategis dan sasaran yang telah ditetapkan pada
tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
khususnya terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan.

Keberhasilan sangat
ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,

pelaksanaan  Renstra  ini
SDM, dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua
pimpinan dan staf Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Keterlibatan
para pemangku kepentingan utama baik dalam bentuk
koordinasi, partisipasi, maupun pemberdayaan juga sangat
besar peranannya dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra
ini.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Selanjutnya, untuk menjagakeselarasan dan konsistensi
dalam pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan
evaluasi secara berkala dan teratur. Apabila diperlukan,
dapat dilakukan perbaikan/revisi penyesuaian muatan
Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan periode 2015-2019, termasuk
indikator-indikator kinerja sesuai dengan mekanisme yang
berlaku dan tanpa mengubah tujuan Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
periode 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan.

Besar harapan kita semua untuk dapat membangun
suatu komitmen sehingga Renstra Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
periode 2015- 2019 benar-benar menjadi acuan kerja bagi
unit kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan. Diharapkan semua unit kerja
dapat melaksanakan Renstra ini dengan berkoordinasi dan
bersinergi secara harmonis dan akuntabel serta senantiasa
berorientasi pada peningkatan kinerja Kementerian,
kinerja Ditjen, dan juga kinerja pegawai.



